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INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata kunci

Halal, Produk,
Hukum Islam

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum
Islam memandang kehalalan suatu produk makanan jika dikaitkan
dengan unsur penamaanya. Kajian in merupakan kajian kepustakaan
dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil kajian ditemukan
bahwa Hukum Islam membagi antara halal dan thayyib dalam
menghukumi suatu produk. Dalam hal penamaan suatu produk
makanan Islam tidak menjadikan penmaan sebagai dasar penetapan
kehalalan suatu produk. Maka produk makanan yang memiliki nama
yang buruk tidak dihukumi halal jika produk tersebut telah memenuhi
unsur halal. Akan tetapi hukum Islam menekankan untuk membuat
suatu produk itu dengan baik atau terdapat unsur thayyib
didalamnya. Dengan demikian dalam kasus mie gacoan, produk
makanan yang mereka sajikan adalah produk yang halal, hanya saja
sertifikasi halal tidak bisa didapatkan mie gacoan karena persyaratan
yang terdapat dalam aturan MUIL Maka dari itu setelah perubahan
terhadap nama menu makanan merekalah akhirnya mie gacoan bisa
mendapatkan sertifikat halal.
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ARTICLE INFO ABSTRACT

This research aims to find out how Islamic law views the halalness of
Keywords: Halal, a food product when it is related to its naming elements. This study
is a literature review using normative juridical research methods.
The results of the study found that Islamic law divides halal and
thayyib in judging a product. In terms of naming a food product,
Islam does not use naming as the basis for determining the halalness
of a product. So food products that have a bad name are not
considered halal if the product meets the halal elements. However,
Islamic law emphasizes making a product well or containing
elements of thayyib in it. Thus, in the case of gacoan noodles, the food
products they serve are halal products, it's just that gacoan noodles
cannot obtain halal certification because of the requirements
contained in MUI requlations. Therefore, after changing the name of
their food menu, Gacoan noodles were finally able to get a halal
certificate.

Products, Islamic Law
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PENDAHULUAN

Muslim yang merupakan penganut agama Islam memiliki kewajiban untuk
mengikuti aturan agamanya. Secara umum, Islam telah mengatur segala asepek
kehidupan manusia, salah satunya mengatur tentang makanan. Agama Islam
mengatur muslim untuk memilih makanan yang dapat dikonsumsinya dengan dua
kategori, yaitu kategori halal dan thoyyib, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an
surah Al-Bagarah ayat 168: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik
dari apa yang terdapat di bumi...”.

Halal secara etimologi adalah sesuatu yang dibolehkan menurut syariat, Kemudian

thayyib yang secara etimologi berarti baik, menyenangkan, enak, lezat dan nikmat
atau diartikan juga dengan bersih atau suci, menjadi dua hal yang harus
diperhatikan umat muslim. Indonesia yang memiliki umat muslim mencapai 86,9%
dari populasi penduduknya , menunjukan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia
akan menjadikan halal sebagai dasar dalam memilih produk makanan yang akan di
konsumsinya.  Sehingga  secara ~umum  masyarakat Indonesia  akan
mempertimbangkan kehalalan suatu produk makanan yang akan dibelinya, agar
tidak timbul syubhat atau keragu-raguan apakah makanan yang dibelinya halal atau
tidak. Pemerintah Indonesia telah memberikan solusi akan keragu-raguan yang
timbul dimasyarakat mengenai kehalalan suatu produk makanan dengan membuat
aturan tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
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Jaminan Produk Halal pada suatu produk makanan dilakukan dengan
diterbitkannya sertifikat serta label Halal pada produk tersebut. Sertifikasi dan
Pelabelan Halal itu dilakukan oleh Kementerian Agama melalui BPJPH atau Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bekerjasama juga dengan Majelis Ulama
Indonesia melalui LPPOM-MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, Sertifikasi dan label halal
secara umum menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang berada
dalam lingkup industri makanan seperti pabrik makanan, restoran, kafe, dan warung
makan pada umumnya.

Salah satu warung makan yang beroperasi di Indonesia bernama Mie Gacoan sempat
menjadi perbincangan masyarakat terutana di media sosial akibat dari belum adanya
sertifikasi dan label halal pada produk makanan dan warung makan itu sendiri.
Warung makan Mie Gacoan tersebut memang belum melakukan sertifikasi halal,
Namun pihak Mie Gacoan mengatakan bahwa bahan, cara masak dan segala produk
makanan yang ada disana dijamin 100% halal. Walaupun begitu tetap timbul
keragu-raguan di masyarakat tentang kehalalan produk makanan dari Mie gacoan.

Permasalahan sertifikasi dan label halal Mie Gacoan tersebut terletak pada penamaan
produk makanannya dengan nama yang dianggap buruk semacam mie setan dan
mie iblis, es genderuwo dan es pocong serta lain sebagainya. Hal itu menjadikan Mie
Gacoan sulit disertifikasi sebab terdapat aturan yang terdapat pada Surat Keputusan
LPPOM-MUI No.SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 yang menyatakan bahwa suatu
produk yang mengandung nama yang buruk atau nama setan seperti rawon setan,
mi ayam kuntilanak, es pocong dan lainnya tidak dapat diperkenankan mendapat
sertifikat halal . Aturan tersebut seakan menyebutkan bahwa penamaan produk
makanan dengan nama buruk seperti setan dapat mempengaruhi kehalalan pada
suatu produk makanan. Maka dari itu perlu ditinjau dari hukum Islam apakah
penamaan makanan mempengaruhi kehalalan produk makanannya.

METODE PENELITIAN

Peneltian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian
yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti
bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Sehingga akan diteliti secara yuridis
normatif atau berdasarkan bahan-bahan kepustakaan mengenai kehalalan produk
makanan dari sisi penamaanya menurut hukum Islam dengan fokus penelitian pada
kasus mie gacoan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syariat Islam menjadikan halal dan thayyib sebagai kategori dasar dalam memilih
makanan. Makanan halal dalam syariat Islam dilihat dari sisi keharamannya, sebab
terdapat kaidah figih yang menyebutkan bahwa segala sesuatu asalnya adalah boleh
dan halal samapi ada hal yang mengharamkannya. Sehingga jika tidak terdapat
unsur-unsur yang membuat suatu produk makanan itu haram, produk makanan
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tersebut dapat dihukumi halal. Sebab dalam Islam jika mengharamkan yang halal
atau sebaliknya menghalakan yang haram merupakan perbuatan yang dilarang dan
hampir serupa dengan perbuatan syirik .

Syariat Islam mengatur mengenai hal-hal yang diharamkan dalam makanan dengan
dua kategori, yang pertama dilihat dari zat atau substansinya bahwa makanan
tersebut tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam dan yang kedua
dilihat dari cara mendapatkannya yang tidak dilarang atau diharamkan seperti hasil
curian, makanan yang bukan hak kita dan lain sebagainya. Unsur yang menjadi
pengharam zat makanan telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits bahwa
makanan haram itu terdiri dari babi, darah, bangkai, sembelihan yang tidak
menggunakan nama Allah, hewan yang mati karena terkamana binatang buas,
binatang yang bertaring, burung dengan kuku tajam, keledai yang jinak, hewan-
hewan yang disyariatkan untuk dibunuh, hewan-hewan yang secara syariat haram
untuk dibunuh, serta khamar atau minuman keras. Kemudian thayyib yang
bermakna baik mengartikan bahwa suatu produk makanan itu haruslah baik dari
setiap sisinya, mulai dari sisi kesehatannya, sisi cara mendapatkannya, sisi
kemaanannya, sisi jumlah makanan yang proporsional hingga salah satunya sisi
penamaannya haruslah baik.

Dengan demikian halal dan thayyib merupakan dua hal yang berbeda namun saling
berkaitan penting. Sebab tidak mungkin suatu makanan itu thayyib apabila makanan
tersebut tidak halal, kemudian makanan yang halal pun perlu memenuhi kategori
thayyib agar makan tersebut tidak menjadi haram karena suatu sisinya. Namun
bukan berarti makanan yang halal harus baik dalam segala sisi sehingga baru boleh
dikonsumsi. Makanan yang halal tetaplah boleh dikonsumsi walaupun terdapat
unsur yang menyebabkan makanan tersebut tidak thayyib di satu sisi namun sisi
tersebut tidak mempengaruhi kehalalnya. Misalnya mie instan yang secara kesehatan
tidak baik terutama jika dikonsumsi berlebih tetap berstatus sebagai produk
makanan yang halal. Begitupun pada penamaan makanan dengan nama yang buruk
juga merupakan hal yang tidak baik, namun hal tersebut tidak mempengaruhi
kehalalnnya.

Dalam syariat Islam tidak terdapat aturan yang mengharamkan suatu produk
makanan karena penamaannya, sehingga makanan yang diberi nama buruk, apabila
asalnya adalah halal tentu makanan tersebut haruslah dihukumi halal. Namun
syariat Islam menganjurkan untuk memberu nama baik terhadap suatu yang halal
dan memberi nama buruk terhadap suatu yang haram, karena hal tersebut
merupakan bagian dari mengikuti petunjuk Allah. Oleh karena itu suatu makanan
yang halal tentu harus diberikan dengan nama yang baik, karena perbuatan memberi
nama buruk kepada sesuatu yang halal bisa termasuk perbuatan yang menghinakan
rizki yang diberikan Allah dan semacam meremehkan aturan Allah. Sehingga
memang ttak sepatutnya makanan yang halal diberikan nama buruk, namun
selayaknya makanan yang halal itu dimuliakan dan dihormati .
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Oleh sebab itu halal dan thayyib dalam makanan haruslah dipisahkan penetapannya,
halal ditetapkan terlebih dahulu dan thayyib ditetapkan kemudian, sebab penentuan
apakah suata makanan itu memenuhi kategori thayyib terkadang memerlukan
proses yang cukup lama, kemudian juga seperti disebut sebelumnya bahwa
penamaan produk makanan dengan nama buruk yang merupakan bagian dari
kategori thayyib tidak mempengaruhi kehalalan dari suatu produk. Maka jika
penetapannya dilakukan sama, akan menimbulkan kerancuan terhadap suatu
produk saat melakukan sertifikasi halal. Bisa saja suatu produk yang asalnya adalah
halal hanya saja tidak dapat memenuhi kategori thayyib di satu hal, dapat
menimbulkan keragu-raguan dan asumsi haram pada produk tersebut di
masyarakat.

Penetapan halal dan thayyib di Indonesia yang dilakukan oleh BPJPH bersama MUI
melakukan penggabungan dua kategori tersebut untuk menetukan suatu produk
bisa bersertifikasi halal, padahal seperti yang dijelaskan sebelumnya keduanya
haruslah dipisahkan. Hal itu yang menimbulkan permasalahan pada kasus Mie
Gacoan, Mie Gacoan yang menyebutkan bahwa makanan yang mereka produksi
adalah halal menjadi dulit mendapat sertifikasi halal karena penamaan produk
mereka. Kehalalan produk Mie Gacoan sebenarnya bisa kita terima sebab pihak Mie
Gacoan telah menjamin kehalalannya sehingga sebagai muslim sikap
mengedepankan prasangka baik terhadap produk yang datang dari pasar muslim itu
diutamakan. Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari, ketika Aisyah rashiyallahu
‘anha mendapat daging yang tidak diketahui penyembelihannya, maka rasulullah
shalallahu “alaihi wa salam mengatakan ucapkanlah bismillah lalu maknlah. Hadits
tersebut menjadi dasar untuk kita memberikan prasangka baik pada produk
makanan yang berasal dari pasar muslim.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, permasalahan sertifikasi dan label halal
Mie Gacoan terletak pada penamaan produk makanannya dengan nama seperti mie
setan, mie iblis, es pocong, es genderuwo dan lainnya. Sebab terdapat aturan yang
terdapat pada Poin 3 huruf (d) Surat Keputusan LPPOM-MUI No.
SK46/Dir/LPPOM-MUI/XII/14 yang menyatakan bahwa suatu produk yang
mengandung nama yang buruk atau nama setan seperti rawon setan, mi ayam
kuntilanak, es pocong dan lainnya tidak dapat diperkenankan mendapat sertifikat
halal . Oleh karena itulah pihak MUI mempermasalahkan mengenai penamaan
produk dari Mie Gacoan tersebut jika mie gacoan ingin diberikan sertifikasi halal.

Hal ini menjadi permasalahan karena akibatnya masyarakat meragukan kehalalan
produk makanan mie gacoan, padahal secara produk makanannya pihak mie gacoan
telah menjamin kehalalannya. Selain itu memberikan suatu asumsi dalam
masyarakat bahwa produk makanan dengan nama yang tidak baik menjadi tidak
halal. Padahal permasalahn penamaan produk seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya tidak mempengaruhi kehalalan produk tersebut jika ditinjau dari sisi
hukum Islam.
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Akhirnya untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan menghilangkan
keraguan masyarakat terhadap kehalalan produk makanan mie gacoan, pihak mie
gacoan melakukan pergantian nama terhadap setiap menunya. Pergantian nama
menu yang sebelumnya bernama mie setan, mie iblis dan sebagainya, kemudian
berubah menjadi mie suit, mie hompimpa, dan sebagainya menghasilkan
penerimaan pengajuan sertifikasi halal bagi mie gacoan. Hingga akhirnya pada 2023
Mie gacoan menerima sertifikat halal dari MUI.

Hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan tidak mempermasalahkan
keharaman suatu pruduk makanan akibat penamaannya. Namun makanan yang
namanya tidak baik hanya mempengaruhi unsur thayyib dalam hukum Islam.
Permasalahan penmaan ini di indonesia hanya terdapat pada SK LPPOM MUI yang
sebelumnya disebutkan. SK tersebut mempermasalahkan nama buruk yang
digunakan pada suatu produk makanan, sehingga produk itu tidak dapat disetifikasi
kehalalanya. Padahal pada bagian catatan di SK tersebut disebutkan bahwa poin-
poin laranagan nama itu tidak berlaku pada produk yang telah menjadi tradisi atau
‘Urf dalam masyarakat seperti bir pletok, baksa, bakpao dan sebagainya.

Maka dapat dikatakan juga bahwa MUI pun tidak menyebutkan bahwa penamaan
produk makanan mempengaruhi kehalalan suatu produk. Jadi jika suatu produk
dengan nama buruk seperti di Mie Gacoan asalnya adalah halal, maka dapat
ditetapkan sebagai makanan yang halal. Hanya saja produk makanan tersebut tidak
bisa dikatakan sebagai produk makanan yang thayyib padahal syariat menganjurkan
untuk memberi nama baik kepada makanan yang halal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pemabahasan tersebut, disimpulkan bahwa penamaan produk
makanan dengan nama yang baik bukanlah suatu syarat yang menjadikan suatu
produk makanan itu halal ataupun haram, karena penamaan produk tidak
mempengaruhi kahalalannya melainkan mempengaruhi sisi thayyib atau baik dari
suatu produk makanan tersebut. Karena syariat islam menganjurkan untuk memberi
nama baik kepada yang halal dan memberi nama buruk kepada yang haram, dan jika
melakukan sebaliknya maka itu dikatakan perbuatan yang menghinakan rizki dari
Allah. Maka dalam kasus mie gacoan, produk makanan mereka tergolong makanan
halal namun tidak memenuhi syarat untuk melakukan sertifikasi halal. Sebab syarat
sertifikasi halal di Indonesia masih menggabungkan kategori halal dan thayyib
dalam menentukan kehalalan suatu produk makanan yang bisa diberikan sertifikat
dan label halal. Maka dari itulah dengan perubahan nama akhirnya mie gacoan bisa
menerima sertifikat dan label halal.
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